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Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyak  ditemukan  reklame  yang
menggangggu  keindahan  kota  seperti  reklame  baliho  pasca  pemilu,  reklame
selebaran  yang  menarik  pembaca  contohnya  diskonan dan tawaran beristirahat
(foodcourt) untuk para pemudik. Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Bupati
No.49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame.

Rumusan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  1)  Bagaimana
pemasangan reklame di  Kabupaten  Tulungagung berdasarkan Peraturan  Bupati
No.49  Tahun  2017  tentang  Pemasangan  Reklame  ?  2)  apa  saja  sanksi  yang
diberikan  kepada  pelanggar  Peraturan  Bupati  No.49  Tahun  2017  tentang
Pemasangan  Reklame  ?  3)  Bagaimana  pemasangan  reklame  di  kabupaten
Tulungagung berdasarkan fiqih bi’ah ?

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  Untuk  mengetahui  pemasangan
reklame  yang  dapat  mengganggu  keindahan  kota  Tulungagung  sesuai  dengan
Peraturan  Bupati  No.  49  Tahun 2017  tentang  Pemasangan  Reklame  2)  Untuk
mengetahui  sanksi  yang  diberikan  kepada  yang  melanggar  Peraturan  Bupati
No.49  tahun  2017  tentang  Pemasangan  Reklame  3)  Untuk  mengetahui
pemasangan reklame yang dapat mengganggu keindahan kota Tulungagung sesuai
dengan fiqih bi’ah.

Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  memiliki  jenis  penelitian
kualitatif  deskriptif  analitik.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam
penelitian  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan
untuk  metode  yang  digunakan  dalam menganalisis  data  peneliti  menggunakan
teknik pemeriksaan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa 1) setiap penyelenggara reklame di
Tulungagung  baik  pemohon  baru  maupun  perpanjangan  atau  pergantian  wajib
mendapat izin dari dinas. Dinas dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal
Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Penyelenggaraan  reklame  telah  dijelaskan
dalam  Peraturan  Bupati  No.49  Tahun  2017.  Namun  masih  banyak  pengguna
reklame yang tidak taat peraturan. Pengguna reklame dalam hal ini menggunakan
biro jasa reklame dalam pemasangan reklame. Pengguna reklame dengan sesuka
hati  memasang  reklame  ditempat  yang  mereka  inginkan  untuk  media  iklan.
Bahkan  jenis  reklame  selebaran  bertebaran  di  jalanan  kota  Tulungagung.
Pengguna reklame berfikir bahwa pemerintah tidak akan mempermasalahkannya.
Dengan  tanpa  izin  dari  dinas,  masyarakat  pengguna  reklame  tidak  harus
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membayar wajib pajak. Hal ini membuat dinas pendapat daerah tidak mendapat
pendapatan  sehingga  mengakibatkan  tidak  optimalnya  perkembangan  kota
Tulungagung. Untuk itu pemerintah memberikan sanksi kepada pengguna reklame
yang melanggar. 2) sanksi berupa teguran dengan memberikan surat peringatan
kepada pelanggar. Dalam jangka waktu selama 3 hari, pengguna reklame diberika
kesempatan untuk memindahkan reklame atau membongkarnya. Jika dalam waktu
3 hari pengguna reklame tidak segera membongkar, maka pihak Satpol PP akan
membongkar secara paksa. Jika dalam hasil pembongkaran ada nilai  jual, akan
dilelangkan. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa 3) ajaran Islam memberikan
persyaratan  dalam  pelaksanaannya  yakni  harus  terjamin  keselamatan  aspek
lingkungannya  dan  kebijakan  proyek  reklamasi  harus  berdasarkan  analisis
maslahat  dan  sebesar-besarnya  didahulukan  untuk  kepentingan  publik  bukan
kepentingan  pihak  tertentu.  Tujuan  diberlakukannya  syari’at  adalah  untuk
memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (mafsadah), baik
di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-
Syatibi, membagi tujuan hukum Islam (maqashid al-syari ah) menjadi lima hal:‟
1)  menjaga  agama  (hifdz  al-din),  2)  memelihara  jiwa  (hifdz  al-nafs),  3)
memelihara  akal  (hifdz  al-„aql),  4)  memelihara  harta  benda  (hifdz  al-mal).
Kemudian  lebih  jauh  Yusuf  al-Qaradhawi  menjelaskan  bahwa  pemeliharaan
lingkungan setara dengan menjaga maqashidus syari’ah yang lima tadi.  Segala
sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri.  Salah
satu  cara  mensyukuri  nikmat  Allah  adalah  dengan  menjaga  apa  yang  telah
diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar
dari Allah SWT
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Muchammad Nurul Hudah, 17104153004, Installation of annoying 
billboards The Beauty of the City Perspective Perbub No. 49 of 2017 and
Fiqh  Bi'ah  (Study  in  Tulungagung  District),  Department  of  Islamic
Constitutional Law, IAIN Tulungagung, 2019, Advisor: Dr. H. M. Darin
Arif M, S.H., M.Hum.

Keywords: Billboard Installation, Regents Regulations and Fiqh Bi'ah

This  research  is  motivated  by  many  found  billboards  that  disturb  the
beauty  of  the  city,  such  as  billboards  for  post-election  billboards,  leaflets
billboards that attract readers, for example discounts and offers of rest (food court)
for travelers. Even though it has been explained in Regent Regulations No.49 of
2017 concerning the Implementation of Billboard Installation

The  formulation  in  this  study  shows  that  :  1)  How  is  the  billboard
installation in Tulungagung District based on Regent Regulation No.49 of 2017
concerning  Installation  of  Advertising?  2)  what  are  the  sanctions  given  to
violators  of  Regent  Regulation  No.49  of  2017  concerning  Installation  of
Advertising? 3) How is the installation of billboards in Tulungagung district based
on fiqh bi’ah?

The purpose of this study is 1) To find out the installation of billboards
that can disturb the beauty of the city of Tulungagung in accordance with Regent
Regulation No. 49 of 2017 concerning Billboard Installation 2) To find out the
sanctions given to those who violate Regent Regulation No.49 of 2017 concerning
Billboard Installation 3) To find out the installation of billboards that can disturb
the beauty of the city of Tulungagung in accordance with fiqih bi'ah.

The research method used by researchers has a type of descriptive analytic
qualitative research. Data collection techniques used in the study used interviews,
observation and documentation.  Whereas for the method used in analyzing the
data the researcher used a triangulation examination technique.

The results of the study indicate that 1) every organizer of a billboard in
Tulungagung,  both  new  and  renewal  applicants  or  substitutes  must  obtain
permission from the office. Service in this case is the Office of Investment and
One-Stop  Integrated  Services.  The  implementation  of  billboards  has  been
explained in Regent Regulations No.49 of 2017. But there are still many billboard
users who disobey the rules.  Billboard users in  this  case use billboard  service
bureaus  in  the  installation  of  billboards.  Advertisers  users  like  to  place
advertisements at their place where they want advertising media. Even the type of
leaflet billboards scattered on the streets of Tulungagung. Advertising users think
that the government will not question it. With no permission from the office, the
community of billboard users does not have to pay taxpayers.  This makes the
regional opinion service not get income, resulting in the development of the city
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of Tulungagung is not optimal. For this reason, the government imposes sanctions
on  billboard  users  who  violate.  2)  sanctions  form  of  reprimand  by  giving  a
warning letter to the violator. Within a period of 3 days, advertisement users are
given the opportunity to move the billboard or unload it.  If  within 3 days  the
billboard user does not immediately dismantle it,  the Satpol PP will  forcefully
dismantle  it.  If  in  the result  of the demolition there is  a  sale  value,  it  will  be
auctioned off. Whereas according to Islamic law that 3) Islamic teachings provide
requirements in the implementation of which must be guaranteed the safety of its
environmental aspects and the reclamation project policy must be based on the
analysis of the problem and the highest priority for the public interest is not the
interests of certain parties. 

The purpose of the implementation of the Shari'ah is to maintain human benefit
and avoid damage (mafsadah), both in the world and in the hereafter. To realize
that  benefit  is  Abu  Ishaq  al-Syatibi,  dividing  the  objectives  of  Islamic  law
(maqashid  al-shari'ah)  into  five  things:  1)  guarding  religion  (hifdz  al-din),  2)
maintaining  the  soul  (hifdz  al-nafs),  3)  maintain  reason  (hifdz  al-„aql),  4)
maintain property (hifdz al-mal). Then further Yusuf al-Qaradawi explained that
the  preservation  of  the  environment  is  equivalent  to  maintaining  the  five
maqashidus  syari'ah.  Everything we have created by Allah SWT in this  world
must be grateful. One way to be grateful for God's blessings is to keep what has
been given to us. Environment both land and sea is the greatest gift from Allah
SWT.
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الملخص

 ، تركيههب اللوحههات العللنيههة17104153004محمههد نههور الهههدى ، 
المزعلجة

 و فقههه بيههاه2017 مههن 49جمال المدينة منظههور بيربههوب رقههم 
) ، قسم القانون الدسههتوريTulungagung(دراسة في منطقة 

.H. M ، مستشار: د IAIN Tulungagung ، 2019السلمي ، 
Darin Arif M، S.H.، M.Hum.

الكلمات المفتاحية: تركيب اللوحههات العللنيههة ، لوائههح الحكههام ، وفقههه
بياه

يحفز هذا البحث العديد مههن اللوحههات العللنيههة الههتي تههم العثههور
علليههها والههتي تزعلههج جمههال المدينههة ، مثههل لوحههات العللنههات بعههد
النتخابات ، ولوحات العللنات التي تجذب القراء ، عللههى سههبيل المثههال
الخصومات وعلروض المطاعلم في المطاعلم. عللههى الرغههم مههن أنههه تههم

 المتعلقة بتنفيذ تركيههب2017 لعام 49 رقم Regentشرحه في لوائح 
اللوحات العللنية.

) كيههف يتههم تركيههب1تظهر الصيغة في هههذه الدراسههة مهها يلههي: 
Tulungagungاللوحههات العللنيههة فههي   Regencyءء عللههى لئحههة  بنهها

Regent  No.49 مهها هههي2 المتعلقة بتركيب العللنههات؟ 2017 لعام (
2017 لعههام 49العقوبات المفروضة عللى منتهكي لئحة ريجنههت رقههم 

) كيههف يتههم تركيههب اللوحههات العللنيههة فههي3بشأن تركيب العللنههات؟ 
 عللى أساس الفقه؟Tulungagungمنطقة 

) لمعرفههة تركيههب اللوحههات1الغههرض مههن هههذه الدراسههة هههو 
ءقا للئحههةTulungagungالعللنية التي يمكن أن تزعلج جمال مدينة   وف

Regent  No. )2 بشههأن تركيههب اللوحههات العللنيههة 2017 لعههام 49 
Regentلمعرفة العقوبات المفروضة عللى أولئك الذين ينتهكون لئحههة 

) لمعرفة تركيب3 بشأن تركيب اللوحات العللنية 2017 لعام 49رقم 
Tulungagungاللوحات العللنية الههتي يمكههن أن تزعلههج جمههال مدينههة 

ءقا للفقيع بيه. وف

طريقة البحث المستخدمة من قبل الباحثين لديها نوع من البحث
النوعلي التحليلي الوصفي. استخدمت تقنيات جمع البيانات المستخدمة
فهههي الدراسهههة المقهههابلت والملحظهههات والوثهههائق. بينمههها للطريقهههة
المستخدمة في تحليل البيانات ، استخدم الباحث تقنية فحص التثليث.

) كههل منظههم لوحههات إعللنيههة فههي1تظهههر نتائههج البحههث أن 
Tulungagungسههواء المتقههدمون الجههدد أو المتجههددون أو البههدائل ، 
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يجب أن يحصلوا عللى إذن من المكتب. الخدمههة فههي هههذه الحالههة هههي
مكتههب السههتثمار والخههدمات المتكاملههة الشههاملة. تههم شههرح تطههبيق

. ولكههن ل2017 لعههام 49 رقههم Regentاللوحات العللنية فههي لوائههح 
يزال هناك العديههد مههن مسههتخدمي اللوحههات العللنيههة الههذين يخههالفون
القواعلد. يستخدم مستخدمو لوحههة العللنههات فهي هههذه الحالههة مكههاتب
خههدمات اللوحههات العللنيههة فههي تثههبيت اللوحههات العللنيههة. يحههب
المسههتخدمون المعلنههون وضههع إعللنههات فههي مكههانهم حيههث يريههدون
الوسائط العللنية. حتى نوع لوحههات العللنههات المنشههورة فههي شههوارع

Tulungagungيعتقد مستخدمو العللنات أن الحكومة لن تشكك في .
ذلك. مع علدم وجود إذن من المكتب ، ل يتعين عللى مجتمع مسههتخدمي
اللوحههات العللنيههة دفههع دافعههي الضههرائب. هههذا يجعههل خدمههة الههرأي
القليمهههي ل تحصهههل عللهههى دخهههل ، ممههها أدى إلهههى تطهههوير مدينهههة

Tulungagungليست المثل. لهذا السبب ، تفرض الحكومة علقوبههات 
) فههرض علقوبههات2عللى مستخدمي لوحههة العللنههات الههذين ينتهكونههها. 

عللى شكل توبيخ علن طريق تههوجيه رسههالة تحههذير إلههى المخههالف. فههي
 أيههام ، يتههم منههح مسههتخدمي العللن الفرصههة لنقههل لوحههة3غضههون 

العللنات أو تفريغها. إذا لم يقم مستخدم لوحة العللنات بتفكيكه عللههى
 بتفكيكه بالقوة. إذاSatpol PP أيام ، فسوف يقوم 3الفور في غضون 

كانت هناك نتيجة بيع للهدم ، فسيتم بيعها بالمزاد العلني. فههي حيههن أن
) تعههاليم إسهلمية تههوفر المتطلبههات3الشريعة السلمية تنص عللهى أن 

في تنفيذها والتي يجب ضمان سلمة جوانبههها البيئيههة ويجههب أن تسههتند
سياسة مشههروع الستصههلح عللههى تحليههل المسههلحات وبقههدر المكههان
للمصلحة العامة وليس لمصههالح بعههض الطههراف. الغههرض مههن تطههبيق
الشهههريعة ههههو الحفهههاظ عللهههى المنفعهههة البشهههرية وتجنهههب الضهههرار
(المفسدة) ، في العالم وفي الخههرة عللههى حههد سههواء. لكههي نههدرك أن
المنفعههة هههي أبههو إسههحاق السههطيبي ، الههذي يقسههم أهههداف الشههريعة

) حراسههة الههدين1السههلمية (مقاصههد الشههريعة) إلههى خمسههة أشههياء: 
) الحفههاظ3) الحفاظ عللى الروح (حفههص النفههس) ، 2(حفظة الدين) ، 

) الحفاظ عللى الممتلكات (حفههز المههال).4عللى السبب (حفز العقل) ، 
ثم أوضح يوسف القرضاوي أن الحفاظ عللى البيئة يعادل الحفاظ عللههى
خمسة مقشيد شريعة. كل شيء أنشأناه من قبل الله اليوم وغههدا فههي
هذا العالم يجب أن يكون ممتنا. طريقههة واحههدة لتكههون ممتنههة لبركههات
الله هي الحفههاظ عللهى مها أعلطيههت لنها. البيئهة عللهى حهد سهواء البريهة

والبحرية هي أعلظم هدية من الله سبحانه وتعالى
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